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TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNTUK MELAKUKAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA

AIR

PUMP STORAGE UPPER CISOKAN 4 x 260 MW
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan
Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi
Terbarukan, Batubara dan Gas, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik
Negara (Persero) Untuk Melakukan Pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Air Pump Storage Upper
Cisokan 4 x 260 MW,

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan
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10.

11.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5052);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989
tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga
Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor  3394)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4628);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005
tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4556);

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tanggal
3 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tanggal
5 Juni 2006;

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tanggal
8 Januari 2010 tentang Penugasan Kepada PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk
Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit
Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi
Terbarukan, Batubara, dan Gas sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48
Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011,

Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011
tanggal 18 Oktober 2011;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus
2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan
Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang
Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan
Gas Serta Transmisi Terkait;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010
Nomor 552);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.18/Menhut-11/2011 tanggal 30 Maret 2010
tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG PENUGASAN KEPADA PT
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK
MELAKUKAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA AIR PUMP STORAGE UPPER CISOKAN 4 x 260
MW.

Pasal 1

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pump Storage Upper Cisokan 4 X 260
MW merupakan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi

terbarukan berupa air, yang terletak di Kabupaten Ban

ung Barat dan

Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 2

Menteri menugaskan PT PLN (Persero) untuk melakukan
pembangunan PLTA Pump Storage Upper Cisokan 4 X 260 MW
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 termasuk, pembangunan transmisi terkait, jalan
hantﬁr, base camp dan bangunan penunjang lainnya serta pengadaan
tanah.

Proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sebagai berikut :

a. Untuk Tanah Non Kawasan Hutan seluas + 337,91111 Ha yang
terletak di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten
Cianjur dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) dengan bantuan
Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bandung Barat dan Panitia
Pengadaan Tanah Kabupaten Cianjur di bawah koordinasi Panitia
Pengadaan Tanah Provinsi Jawa Barat;

b. Untuk Tanah Kawasan Hutan seluas * 382,21 Ha didasarkan
ada lzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan
epada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 3

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (2) dibebankan kepada Anggaran PT
PLN (Persero).

Status kepemilikan Pembangkit Listrik Tenaga Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (2) termasuk status
kepemilikan tanahnya merupakan milik PT PLN (Persero).

Segala kewajiban yang timbul dari 1zin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b, selanjutnya
diserahkan kepada PT PLN (Persero).

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

*pelum dalam bentuk lembaran lepas
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